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BAB  VI  PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Pada sub bab kesimpulan ini peneliti menjawab perumusan masalah 
yang di rumuskan pada bab I dari penelitian ini, dengan menyimpulkan 
berdasarkan hasil temuan saat penelitian dilapangan setelah dilakukan analisa 
lebih lanjut. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Gambaran secara utuh tentang tata kelola administrasi di Desa Makarti Jaya 
adalah sesuai dengan yang telah diungkapkan pada bab pendahuluan 
sebelumnya bahwa tata kelola administrasi desa masih menggunakan 
metode dan cara manual dalam operasionalisasinya.  Berdasar hasil 
observasi dan wawancara ditemuan fakta bahwa Pemerintah Desa Makarti 
Jaya belum melaksanakan tata kelola administrasi desa secara manual 
dengan baik dan benar sesuai harapan, hal ini dibuktikan dengan dari total 28 
jenis administrasi yang minimal harus dijalankan dan dilakuakan pencatatan 
oleh pemerintahan desa seusuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa, hanya 9 
(sembilan) jenis administrasi desa yang dilakukan pencatatan dan memiliki 
data, sedangkan 19 (sembilan belas) jenis administrasi lainnya belum 
dilakukan kegiatan pencatatan data, sehingga tidak memiliki rekam data 
terkait jenis administrasi dimaksud. Dari hanya beberapa jenis kegiatan 
administrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Makarti Jaya, 
semuanya dilakukan dengan metode manual yakni melakukan perekaman 
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data administrasi desa dengan cara menulis dan mencatat pada buku-buku 
administrasi sesuai dengan jenis administrasinya. Perekaman data 
administrasi desa belum dilakukan secara elektronik dan belum 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. 
Dari tata kelola administrasi desa manual ini ditemukan banyak kekurangan 
dan kelemahan diantaranya :  
a. Belum tercipta tertib administrasi di tingkat desa sehingga 
menurunkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, 
pembangunan serta pelayanan di desa.  
b. Kegiatan/aktifitas administrasi maupun pelayanan publik di desa tidak 
terintegrasi secara otomatis dengan kegiatan/aktifitas perekaman data 
dan informasi administrasi desa. 
a. Hanya beberapa jenis administrasi saja yang dilakukan pencatatan, 
sebagian besar jenis administrasi lainnya tidak memiliki catatan/rekam 
data, sehingga data dan informasi menjadi tidak lengkap 
/komprehensip. 
b. Data beberapa jenis administrasi desa hanya terekam di buku catatan 
administrasi sehingga tidak memiliki back up/cadangan data apabila 
terjadi kehilangan atau kerusakan. 
c. Tidak terjadi proses pengelompokan data secara otomatis sehingga 
apabila dibutuhkan harus dilakukan secara manual sehingga 
memakan waktu dan tenaga yang tidak efektif. 
d. Kinerja aparatur desa menjadi tidak professional karena tidak 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
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yang mudah di akses saat ini untuk diterapkan pada tata kelola 
administrasi desa sehingga lebih berkualitas.  
e. Apabila dibutuhkan data dan informasi administrasi untuk keperluan 
pengambilalan kebijakan suatu program tertentu, data dan informasi 
tersebut sulit untuk dicari karena harus membuka lembar buku 
administrasi satu persatu dan mencari secara manual. Akibatnya 
butuh waktu yang sangat lama untuk menemukannya . 
f. Tidak terjadi pembaruan data administrasi desa secara otomatis, 
salah satunya data monografi desa yang tidak sesuai kenyataan 
dilapangan. Sehingga saat diperlukan data yang tersedia adalah data 
administrasi lama yang belum terbarukan hal ini berpengaruh 
terhadap kualitas kebijakan. 
g. Dengan tidak akurat dan terbarukannya data dan informasi 
administrasi desa yang akan dipakai dalam pertimbangan 
pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah desa, maka sudah 
barang tentu kualitas kebijakanpun tidak maksimal dan optimal 
dikarenakan didukung oleh data yang tidak valid dalam proses 
pengambilan kebijakan. 
h. Saat diperlukan data dan infromasi administrasi desa untuk 
pembuatan laporan pertanggung jawaban pemerintah desa atau 
bentuk laporan-laporan lainnya, butuh waktu lama lagi untuk 
mengolah data mentah kedalam bentuk laporan yang sudah jadi. 
Sehingga tidak jarang laporan keterangan pertanggung jawaban 
(LKPJ) pemerintah desa serta jenis laporan lainnya disampaikan 
terlambat kepada masyarakat/pemerintah kabupaten. 
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i. Menyimpan potensi masalah dikemudian hari akibat kelalaian 
administrasi misal konflik tumpang tindih lahan akibat administrasi 
pertanahan yang kurang baik. 
2. Untuk mewujudkan terlaksananya administrasi desa elektronik di Desa 
Makarti Jaya ternyata bukanlah proses yang sederhana tetapi sangat 
kompleks. Akan ditemukan banyak kendala-kendala yang akan dihadapi 
dalam upaya mewujudkan program dimaksud agar terlaksana. Secara garis 
besar dapat disimpulkan beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan 
administrasi desa secara elektronik yaitu sebagai berikut : 
a. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa untuk 
operasionalisasi administrasi desa secara elektronik di Desa Makarti Jaya 
masih dirasa kurang terutama kemampuan dalam penguasaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masih terbatas. Untuk  mengatasi 
masalah SDM ini perlu diagendakan kegiatan pendidikan dan pelatihan 
operasionaliasi aplikasi administrasi desa elektronik (Simpul Desa) yang 
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada. 
Disamping itu dalam perjalannya kedepan butuh fasilitator dan 
pendampingan oleh tim fasilitator kabupaten dan tim pendamping 
kecamatan secara berkelanjutan sampai perangkat desa sebagai tim 
operasional menguasai betul program ini sehingga tujuan program ini 
dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
b. Dalam kesiapan sarana dan prasarana untuk layanan administrasi desa 
secara elektronik di Desa Makarti Jaya, sudah cukup memadai. 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
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telekomunikasi dan informatika dalam hal ini komputer dan laptop. 
Tantangan kedepan adalah menambah kuantitas dan kualitas perangkat 
komputer/laptop agar program ini dapat berjalan maksimal 
c. Kesiapan kelembagaan di tingkat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 
Barat untuk menunjang pelaksanaan administrasi desa secara elektronik 
di Desa Makarti Jaya, masih belum siap. Belum ada organisasi atau 
lembaga yang diberikan wewenang secara khusus untuk mengurus 
pengembangan layanan desa yang berbasis aplikasi serta sistem 
koordinasinya juga masih belum terbangun maksimal. Solusi untuk 
penyelesaian masalah kelembagaan tersebut adalah dapat diawali 
dengan membentuk tim fasilitator tingkat kabupaten dan tim pendamping 
tingkat kecamatan oleh kepala daerah/bupati yang diberi tugas pokok dan 
fungsi untuk menangani program administrasi desa elektronik. Adapun 
satuan organisasi dalam pemerintah kabupaten yang menjadi leading 
sector untuk keperluan penganggaran, personil dan lainnya tidak perlu 
dibentuk baru, Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diberdayakan 
karena memiliki kesamaan dan kemiripan dalam hal tugas pokok dan 
fungsi yakni pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan.  
d. Alokasi anggaran untuk administrasi desa secara elektronik baik pada 
APBD maupun APBDes masih belum dianggarkan. Dipandang wajar 
karena program ini juga belum masuk dalam agenda kebijakan. 
Tantangan kedapan adalah bagaimana agar program ini tidak hanya 
sampai pada wacana belaka, tetapi bisa masuk dalam kebijakan 
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anggaran sehingga memiliki alokasi dana yang cukup untuk 
mewujudkannya.  
e. Standar operasional prosedur (SOP) juga merupakan tantangan yang 
harus diselasaikan dalam mewujudkan program administrasi desa 
elektronik ini, SOP ini sekaligus memuat petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis dalam operasionalisi program aplikasi e administration  
pada pemerintah desa. Kedepan diharapkan SOP ini bisa dijadikan 
rujukan dan pedoman bagi tim fasilitator kabupaten, tim pendamping 
kecamatan serta tim operasional tingkat desa. 
f. Pemerintah kabupaten belum ada upaya serius untuk mendorong agar 
administrasi desa dikelola secara professional dengan aplikasi elektronik, 
selain itu pemerintah desa selaku instansi pelaksana juga kurang 
responsif untuk menyampaikan permintaannya kepada pemerintah 
kabupaten. Solusi kedapan adalah bagaimana agar program administrasi 
desa elektronik ini masuk dalam agenda kebijakan daerah maupun desa, 
serta para pemangku kebijakan di masing-masing level pemerintahan 
memiliki keseriusan dan good will yang kuat untuk mewujudkan program 
ini. 
3. Agar penerapan program electronic administration dapat terwujud, maka 
tidak ada pilihan lain selain program ini harus masuk kedalam tahapan 
kebijakan yang berlaku di dalam pemerintahan.  Adapun tahapan kebijakan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Perencanaan program (musrenbang) 
b. Pembuatan payung hukum/regulasi (perda/perbup) 
c. Sosialisasi kebijakan (bagi pelaksana maupun pengguna program) 
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d. Kegiatan penganggaran (Masuk ke kebijakan anggaran APBD/DPA 
SKPD/ APBDes/ ADD) 
e. Pengadaan barang dan jasa (Sarana Prasarana) 
f. Pendidikan dan pelatihan (tim fasilitator, tim pendamping, tim 
operasional) 
g. Pelaksanan program e administration pada pemerintah desa 
h. Pendampingan/monitoring e administration 
i. Evaluasi program e administration 
 
4. Agar rancang bangun administrasi desa elektronik ini bisa terlaksana, harus 
masuk ke dalam agenda kebijakan para pemangku kebijakan yakni : 
a. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri 
b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
c. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
d. DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 
e. Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada 
f. Pemerintah Desa Makarti Jaya 
g. Partisipasi Masyarakat 
 
6.2 Saran 
 Adapun beberapa saran dari hasil penelitian tentang rancang bangun 
model sistem administrasi desa berbasis electronic administration ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Dengan telah diuraikannya secara lengkap tentang berbagai kekurangan dan 
kelemahan tata kelola administrasi desa dengan metode manual yang 
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sampai dengan saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar pemerintahan 
desa, maka harus dicarikan solusi dan upaya berupa terobosan dan inovasi 
yakni menerapkan tata kelola administrasi desa secara elektronik dengan 
menggunakan aplikasi electronic administration pada komputer desa. 
Harapan kedepan adalah tata kelola administrasi desa lebih berkualitas dan 
profesional sehingga data dan informasi desa sebagai sub sistem data dan 
informasi daerah maupun nasional lebih tepat dan akurat serta selalu 
terbarukan, dengan demikian kebijakan-kebijakan di semua level 
pemerintahan akan lebih berkualitas karena didukung oleh data dan informasi 
yang akurat. 
2. Sudah barang tentu rencana penerapan program administrasi desa elektronik 
(electronic administration) bukan sesuatu hal yang mudah. Oleh karena itu 
diperlukan good will yang kuat dari para pemangku kebijakan untuk 
mempersiapkan segala sumber daya untuk menghadapi segala kendala yang 
akan dihadapi dalam mewujudkan e administration. Kendala berupa 
peningkatan SDM aparatur desa untuk mengoperasionalkan electronic 
administration, kesiapan sarana prasarana pendukung, kesiapan 
pembentukan kelembagaan/tim, kesiapan alokasi anggaran, kesiapan SOP 
(juklak dan juknis) serta, kesiapan masuk dalam proses kebijakan. Sudah 
barang tentu semua kendala tersebut dapat dicarikan solusinya, tinggal 
ditentukan oleh tingkat keseriusan pemerintah daerah kedepan untuk 
meningkatkan kualitas tata kelola administrasi desa.  
3. Agar program administrasi desa elektronik (electronic administration) ini tidak 
hanya sampai kepada wacana belaka, maka harus dirancang sedemikian 
rupa oleh para pemangku kebijakan agar masuk dalam tahapan-tahapan 
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kebijakan yang pada umumnya berlaku dalam tata kelola pemerintahan kita. 
Adapun tahapan kebijakan dimaksud adalah perencanaan, pembuatan 
regulasi, program sosialisasi, kebijakan anggaran, pengadaan barang jasa, 
pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan monitoring serta tahapan 
kebijakan evaluasi.  
4. Agar tujuan administrasi desa elektronik ini dapat tercapai maka diperlukan 
keinginan dan upaya yang serius dari seluruh pihak yang berkepentingan 
agar masuk dalam agenda kebijakan masing-masing. Pemerintah pusat 
dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri seharusnya memiliki inisiatif untuk 
mewujudkan transformasi tata kelola administrasi desa ke metode elektronik 
ini, karena apabila inisiasi wacana ini berasal dari pusat (top down) maka 
sistem ini dapat dirancang untuk dijalankan sedemikian rupa secara masal di 
semua pemerintahan desa di wilayah Indonesia. Sehingga kelak diharapkan 
terjadi sinergitas sistem tata kelola administrasi desa secara nasional, 
tentunya dengan mengedepankan kesederhanaan operasional serta 
pengembangan program aplikasi electronic administration  secara 
berkelanjutan sesuai kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Apabila belum 
ada inisiatif dari pemerintah pusat untuk melakukan terobosan perubahan 
paradigma tata kelola administrasi desa dari metode manual ke elektronik 
maka pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) juga bisa memulai 
wacana ini melalui program inovasi daerah, walaupun belum ada agenda 
secara nasional, pemerintah daerah bisa memasukan dalam agenda 
kebijakan di masing-masing level pemerintahan. Demikian pula halnya 
dengan pemerintah kecamatan dan desa, bisa memulai program aplikasi 
electronic administration ini walaupun operasionalisasinya hanya bersifat 
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lokal dan offline, tetapi dapat dijadikan pilot project atau proyek percontohan 
sekaligus uji coba dari sitem administrasi desa elektronik ini. Sehingga 
secara berkelanjutan aplikasi electronic administration ini dapat dilakukan  
pengembangan dan penyesuaian secara berkelanjutan. Tidak lupa 
diharapkan pihak DPRD selaku pihak yang juga memiliki kepentingan 
terhadap kemajuan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan memiliki 
political will yang kuat untuk turut andil dalam mewujudkan kebijakan ini 
melalui kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan yang melekat pada 
setiap anggota DPRD, demikian pula diharapkan keterlibatan masyarakat 
untuk turut aktif memberikan masukan kritik dan saran terhadap wacana 
penerapan administrasi desa elektronik (electronic administration), agar 
kebijakan ini akan lebih diterima oleh masyakat selaku user dari kebijakan.  
 
